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GUBERNUR RIA

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 61 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun
Atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun
Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Dan
Penerima Tunjangan, Komponen Penghitungan besaran
Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketigabelas bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan
penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah/tunjangan kinerja;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018
tersebut diatas, terjadi kekurangan alokasi anggaran
pembayaran gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri
Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik-Indonesia Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018
hal Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
pada angka 6 dan 7 dinyatakan bagi daerah yang belum
menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketigabelas dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, penyediaan dilakukan
dengan cara pergeseran anggaran yang dananya bersumber
dari Belanja Tidak Terduga, penjadwalan ulang kegiatan
dan/atau menggunakan kas yang tersedia dengan merubah
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 dan selanjutnya diberitahukan kepada
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Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 1
(satu) bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran
antar rincian objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas
persetujuan PPKD;

. bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran
antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan
atas persetujuan Sekretaris Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak
yang kriterianya mencakup program dan kegiatan pelayanan
dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
Tahun Anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya
yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;

. bahwa berdasarkan butir V.22 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2018, antara lain dinyatakan
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya yang belum tersedia dan/atau belum
dianggarkan dapat dilaksanakan dengan cara menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah  dan
memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f dan
huruf g perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 73) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun
Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 77 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6207);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Dan Penerima
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6208);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 8)
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16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi
Riau Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

(1) Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor
64) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur
Riau Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 64) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai Dberlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Oktober 2018

Plt. GUBERNUR RIAU,
ttd.

. H. WAN THAMRIN HASYIM
Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

Disalinkan tanggal 17 Desember 2018
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H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 59


Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
59

Admin
Typewritten text
12 Oktober 2018

Admin
Typewritten text
12 Oktober 2018

Admin
Typewritten text
Disalinkan tanggal 17 Desember 2018


